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Walhi Soroti
Minimnya

. Sambungan Hal13

Seharusnya sudah dianti-
sipasi dengan larangan, na-
mun karena ada pembiaran
cukup lama hingga berpu-
luh-puluh tahun prosesnya
menjadi kian rumit,” ujar Di-
rektur Eksekutif Walhi Yog-
yakarta, Halik Sandera, ke-
marin.

Walhi pun menyarankan
agar persoalan bangunan di
sempadan sungai ini harus
dimusyawarahkan dengan
baik, Pemkot pun dimin-
ta memberikan cara persua-
sif agar ada ruang di sempa-
dan yang bisa dimanfaatkan
untuk mitigasi bencana, dan

aktivitas lainnya.
Disinggung ilegal atau ti-
daknya bangunan di kawa-
san bantaran sungai, Ha-
lik memandang problem ini
tak lepas dari kemampuan
ekonomi warga Yogya. Pada
akhirnya, kata dia, warga

memilih wilayah bantaran su-
ngai karena keterbatasan ke-

mampuan untuk memiliki ru-
mah layak di Yogya. Apalagi,
harga tanah kian mencekik.
“Rami tidak berbicara ile-
gal atau tidak warga yang
tinggal di bantaran sungai.
Karena, biasanya itu sesuai
kemampuan mereka untuk
tinggal di sana. Apalagi, per-
kembangan harga tanah di
Yogya luar biasa,” katanya.
Komunikasi dua arah anta-
ra pemerintah dengan warga

di bantaran sungai diperiu-
kan. Misalnya, untuk konsep
penataan bangunan rumah
dengan meninggikan rumah
menjadi vertikal ke atas. Se-
lain itu juga akses jalan un-
tuk ambulance dan damkar
bisa masuk menjangkau ka-
wasan bantaran sungai.

Halik memandang konsep
penataan dengan rumah su-
sun sederhana sewa (rusun-
awa) masin belum sesuai
dengan masyarakat Indone-
sia. Pasalnya, Konsep rusun-
awa itu menimbulkan konflik
sosial tersendiri bagi ma-
syarakat yang ada di indone-
sia dan khususnya di Yogya-
karta,

Kesepakatan

Dia juga menyoroti pena-

nganan bencana di kawasan

bantaran sungal terkesan
lambat lantaran kewenang-
an sungai masih terpusat di
Pemerintah Pusat. Walhi me-
minta ke depannya ada ke-
sepakatan bersama atau
memorandum of understan-
ding (MoU) antara Pemerin-
tah Kota (Pemkot) dengan
Balai Besar Wilayah Sungai
Serayu opak (BBWSSO0), se-
hingga penanganan menjadi
lebih cepat.

TUntuk penanganan long-
s0r ini memang ada kendala,
karena harus ada koordinasi
terlebin dahulu antara Pem-
kot dengan BEWSS0. Maka,
harus ada kesepakatan ber-
Sama agar penanganan jauh
lebih cepat, tanpa harus me-
nunggu koordinasi,” urai Ha-
lik. (als) -

Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP Netral Segera Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan
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